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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke huruf-huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Tidak dilambangkan
be

te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)




zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka

ha
Hamzah apostrof

Ya ye

B. Konsonen Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap Dan Ta’ Marbbutah Di

Akhir Kata

ditulis
ditulis

C. Vokal Pendek Dan Panjang
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

Xl




Ul A ditulis Sfurid

D. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

Al = a’antum
el = u‘iddat
A S oY = la’in syakartum

E. Kata Sandang Alif+Lam

a. Biladiikuti huruf gamariyah, ditulis al-
Ja ditulis al-jalal

b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.
o) ditulis ar-rahman

F. Huruf Besar (Capital)

Meskipun dalam system tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan
tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf
kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandang.

Iy Y dese W ditulis wa ma Muhammadun illa Rasil
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G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Penulisan kata-kata yang terdapat di dalam rangkaian kalimat dapat
ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

o= 4 59 ditulis zawil al-furid atau zawil furid
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Abstrak

Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menjelaskan dan mengatur tentang poligami. Poligami yang terdapat dalam pasal
3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tekstual
seakan menggambarkan sebuah ketidakadilan, namun sesungguh hal ini berbanding
terbalik bila dilihat lebih dalam lagi. Hal inilah yang menjadi tujuan penulis dalam
mengkaji pasal 3, 4 dan 5 yakni menemukan makna dibalik aturan tersebut. Pasal
3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pasal-
pasal yang mengatur terkait poligami di Indonesia. Poligami yang tertera pada pasal
3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan haruslah
mempunyai tujuan hukum yang melambangkan cita-cita utama perkawinan yakni
membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Penelitian tentang poligami ini akan dilihat dari sudut pandang tujuan hukum, yang
dalam agama Islam dikenal dengan istilah Magasid asy-Syari ‘ah atau tujuan-tujuan
hukum, yang juga berarti bahwa setiap hukum pasti memiliki tujuannya masing-
masing. Tujuan-tujuan dari hukum tersebut kemudian mampu mewujudkan nilai
keadilan dan kemaslahatan manusia.

Penelitian terkait poligami berdasarkan pemaparan di atas kemudian
merumuskan pokok masalah, yakni bagaimana tinjauan Magasid asy-Syari‘ah
terhadap pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
dalam hal poligami. Penelitian ini kemudian bertujuan mengkaji pasal 3, 4 dan 5
Undang-Udang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal poligami terhadap
tujuan utama perkawinan yakni, ketenangan, cinta dan kasih sayang. Tujuan Utama
perkawinan ketenangan, cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah warahmah)
dalam penerapannya mendapat keturunan, menunaikan kebutuhan biologis,
menjaga kehormatan dan ibadah. Tujuan ini kemudian dikaitkan dengan agama
(hifz ad-Din), harta (hifz al-Mal), jiwa (hifz an-Nafs), keturunan (kifz an-Nasl), akal
(hifz al-Aql) dan kehormatan (hifz al-1rd) yang menjadi poin-poin penting dalam
keberlangsungan kehidupan manusia. Pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif
yang merujuk pada fikih munakahat dan pendekatan filosofis yang merujuk pada
Magasid asy-Syart ‘ah.

Tinjauan Magasid asy-Syart ‘ah terhadap pasal 3, 4 dan 5 UU 1/1974 tentang
perkawinan yang membahas poligami memberikan kesimpulan bahwa poligami
dalam aturan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
bergerak secara fleksibel dapat diartikan ad-Daririyyat, al-Hajiyyat, dan at-Tahsiniyyat ini
sesuai dengan kebutuhannya. Poligami bergerak dari ad-Darariyyat sampai pada at-
Tahsiniyyat ataupun sebaliknya bergerak dari at-Taksiniyyat sampai pada ad-Daririyyat
dengan pertimbangan agama (ifz ad-Din), harta (hifz al-Mal), jiwa (hifz an-Nafs),
keturunan (%ifz an-Nasl), akal (kifz a/-Agl) dan kehormatan (4ifz al-1rd).

Kata kunci: Pasal, 3, 4 dan 5 UU No. 1/1974, Poligami, Magasid asy-Syari ‘ah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan guna membangun
sebuah keluaga yang bahagia. Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.!

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP),
mempunyai aturan yang mengatur terkait perkawinan baik secara pelaksanaan
perkawinan, syarat perkawinan maupun rukun perkawinan. UUP dalam
pelaksanaannya didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Berdasarkan 2 peraturan ini perkawinan memiliki tahap-tahap yang wajib
dilaksanakan dan dipenuhi dalam pelaksanaannya, ditambah lagi adanya Kompilasi
Hukum Islam yang memberikan penekanan peraturan perkawinan bagi umat Islam.
UU No. 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI), perkawinan di Indonesia diatur dengan ketat melalui syarat-syarat di dalam

tiga peraturan tersebut, namun ini bukan berarti mempersulit perkawinan tiada lain

!Pasal 1 Bab | Dasar Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.



merupakan bukti bahwa sebuah ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh
(kuat).?

Peraturan yang ketat dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi juga
diterapkan pada perkawinan poligami atau poligami. Poligami adalah sebutan bagi
perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan
secara bersamaan. Sudut pandang yuridis perundang-undangan di Indonesia,
poligami diatur pada pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
pada pasal 40-43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada pasal 55-59
Kompilasi Hukum Islam, ketiga peraturan ini tidak melarang poligami yakni
dengan adanya syarat-syarat melakukan poligami. Secara hierarki perundang-
undangan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-
undang tertinggi dari dua peraturan lainnya yang mengatur poligami. UUP melalui
pasal 3-5 mengatur syarat adanya poligami, yakni sebagai berikut:

Pasal 3 berbunyi, (1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki

seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2)

Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.®

Pasal 4 berbunyi: (1) Hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia
wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin
kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan

2 kokoh/teguh/kuat dalam Agama Islam di sebut Usde Wi, yang tertera pada al-Quran surah
an-Nisa’(4) ayat 21

3 Pasal 3 UUP No. 1 Tahun 1974.



atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan
keturunan.*

Pasal 5 berbunyi: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus
memenuhi syarat berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b.
adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
hidup istri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang
dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang
suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar
dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-
sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.®
Pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tertera di
atas memberikan pemaparan adanya ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu
guna melakukan poligami. Secara garis besar ada 3 bagian yang dipaparkan oleh
pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini, yakni asas
perkawinan, prosedur permohonan poligami ke Pengadilan dan syarat laki-laki
yang boleh poligami. Beredar berita adanya Revisi Undang-Undang Perkawinan
yang diajukan oleh aktivis perempuan, mereka menitik beratkan revisi pada pasal
pasal poligami ini, karena menurutnya ini mengandung kedzoliman terhadap kaum
perempuan.®
Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan

mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal

ini dikenal dengan Magasid asy-Syari‘ah (tujuan hukum). Magasid asy-Syari‘ah

4 Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974.
5 Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974.

6 “Hukum Online,” http:// www.hukumonline. com/berita/baca/hol9232/poligami-
masalah-krusial-dalam-revisi-undangundang-perkawinan, akses Rabu, 5 April 2017.



adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu usul fikih.
Magasid asy-Syari‘ah dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib
didahulukan pemeliharaannya, yakni mendahulukan agama, jiwa, akal, harta, dan
keturunan.” Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., menyebutkan Magdasid asy-
Syari‘ah adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari
masalah-masalah baru, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara
teknisnya maupun konsepnya, yang status hukumnya tidak dibahas dalam al-Quran
maupun hadits.® Magasid asy-Syari‘ah membagi skala prioritas yang saling
melengkapi. Pertama, ad-Daririyyat (<bosall @ “keharusan-keharusan” atau
“keniscayaan-keniscayaan”). Kedua, al-Hajiyyat (<bslsl atau “kebutuhan-
kebutuhan™). Ketiga, at-Tahsiniyyar (“Liwsill atau proses-proses dekoratif-
ornamental).®

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam hal ini tentunya
mempunyai tujuan hukum dalam persyaratan poligami pada pasal 3-5 undang-
undang tersebut. Persyaratan yang tertera pada pasal 3-5 UUP adalah hierarki
tertinggi dari 2 peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang
perkawinan poligami, maka pasal ini menjadi acuan pokok dalam penerapan
poligami di Indonesia. Peraturan yang telah tertulis dan dibukukan harus ditaati

oleh masyarakat Indonesia, dengan cara salah satunya memahami isi dan tujuan dari

"Urutan pada agama, jiwa, akal, harta dan keturunan ini, bukan berarti yang di depan adalah
yang pertama

8 Yudian Wahyudi, Maqasyid Syari’ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum
Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Nawesea Press: Center for the Study of Islam
in Nort America, Western Europe and Southeast Asia Press, 2014), him. 12.

% 1bid., him 29-30.



peraturan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan peraturan.
Penulis sebagai warga negara Indonesia berusaha untuk memahami tujuan dari
poligami pada pasal 3-5 UU Perkawinan yang kemudian dilihat dari kajian filsafat
hukum Islam yakni melalui metode Magasid asy-Syari‘ah. Magasid asy-Syari ‘ah
memberikan pemaparan dari sudut pandang filsafat yang mempunyai skala prioritas
yakni mempertimbangkan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Berdasarkan
pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana tanggapan
dari Magasid asy-Syari‘ah (tujuan hukum) terhadap poligami yang tertera dalam
pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Penulis dalam skripsi ini melakukan penelitian yang terfokus pada
perkawinan poligami atau poligami yang tertera pada pasal 3-5 UU Perkawinan No.
1 Tahun 1974. Karya ilmiah dari penelitian ini berjudul Tinjauan Magasid asy-
Syari‘ah pada pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Poligami.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang
dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tinjauan Magasid asy-
Syart‘ah terhadap aturan poligami di Indonesia yakni pasal 3, 4 dan 5 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka

tujuan utama yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah mengkaji



Poligami (Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan) dalam sudut pandang Magasid asy-Syari ‘ah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara teoritis, memberikan sumbangsih pemikiran terhadap lautan
keilmuan terutama pada bidang Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini
menggunakan metode Magasid asy-Syari ‘ah menyoroti poligami yang
berlandasan pada Undang-Undang Perkawinan, kemudian diharapkan
mampu membuka pemikiran dan pengetahuan kita pentingnya analisis
hukum dari sudut pandang tujuan dasar adanya hukum tersebut.

b. Secara praktis, memberikan pengetahuan kepada masyarakat
(mukallaf) atau pembaca agar lebih paham dan menyadari bahwa dalam
menaati hukum juga harus paham tujuan hukum tersebut.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai poligami merupakan hal yang sudah lama menjadi
perdebatan oleh para pemikir dalam bidang hukum Islam baik dalam maupun luar
negeri, karenanya yang menulis tentang poligami baik secara konseptual, empiris
maupun dari segi sejarahnya relatif banyak. Penulis tentunya dalam hal ini bukan
satu satunya yang membahas tentang poligami, namun penulis memiliki sudut
pandang baru dalam mengkaji poligami yang berbeda dari penelitian-penelitian
sebelumnya, yakni penulis menggunakan metode Magasid asy-Syari‘ah dalam
mengkaji poligami pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Berikut di

bawabh ini beberapa tulisan yang terkait dengan poligami.



Abdul Hamid Kisyik dalam bukunya yang berjudul Hikmah perkawinan
Rasulullah, mengatakan bahwa Islam memandang poligami itu perlu untuk
melindungi istri pertama agar terus hidup dalam lindungan suami tercintanya dan
tenang dalam pengayomannya. Hal ini adalah jalan yang terbaik dan terpuji.'° Buku
ini memaparkan nilai positif dalam kehidupan berpoligami.*

Ahmad Syalaby dalam bukunya yang berjudul Sejarah dan Kebudayaan
Islam, membicarakan masalah keadilan yang disyariatkan dalam poligami
mencakup 3 pihak, yaitu keadilan terhadap istri, anak-anak dan terhadap diri
sendiri. Seseorang yang melakukan poligami juga harus memiliki kemampuan
ekonomi.*? Buku ini memberikan pemaparan dengan menginterpretasikan adil
dalam poligami.*®

Khoiruddin Nasution dalam bukunya Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas
Pemikiran Muhammad ‘Abduh, buku ini menjelaskan buah pemikiran Muhammad
‘Abduh tentang riba dan bunga bank, dan juga tentang kedudukan poligami. Hasil
penelitian ini adalah poligami merupakan perbuatan yang haram kalau tujuannya
hanya untuk kesenangan (hawa nafsu dan kebutuhan biologis semata). Konteks

sejarah tentang turunnya ayat mengenai kebolehan melakukan poligami harus

10 Abdul Hamid Kisyik, Hikmah Perkawinan Rasulullah, alih bahasa Fachruddin HS, Cet.
Ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), him.205.

11 perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah penulis tidak mengkaji dampak dari
poligami namun penulis mengkaji aturan poligami dalam UUP.

12 Ahmad Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Alih bahsa H. Mukhtar Yahya, Cet. Ke-
6 (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), him. 36.

13 Ada sedikit persamaan terhadap karya ilmiah ini yakni pemaparan adil dalam poligami
yang merupakan syarat mutlak dalam poligami, namun perbedaannya penulis mengkaji syarat adil
dari sudut pandang Magasid asy-Syari‘ah pada UUP.



dibaca secara cermat. Muh. ‘Abduh sangat keras dalam mengharamkan poligami,
tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukannya, yakni mana kala ada tuntutan
yang benar-benar mengharuskan seseorang melaksanakannya, sehingga larangan
atau kebolehan melakukan poligami ditentukan oleh tuntutan jaman yakni apakah
seseorang dalam keadaan darurat atau tidak. * Buku ini menjelaskan tentang
pemikiran Muh. ‘Abduh tentang poligami yang menurut beliau poligami itu haram
kalau hanya untuk hawa nafsu.*

Abdul Nasir Taufiq Attar, dalam bukunya yang berjudul Poligami Ditinjau
dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan, buku ini membahas poligami
dari sisi sosial kemudian dikaitkan dengan agama dan perundang-undangan di
Indonesia. Buku ini dalam pembahasannya juga membahas perundang-undangan di
Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkaiwnan No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan.*® Buku ini menerangkan dengan seksama poligami dari
segi sosial pra UU Perkawinan.!’

Musdah Mulia dalam karyanya Pandangan Islam tentang Poligami. Musdah

dalam karyanya banyak memaparkan penjelasan tentang tema poligami dalam

14 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad
‘Abduh, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar &ACAdeMIA, 1996).

15 Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah penulis membedah poligami yang ada
pada Undang-Undang Perkawinan sedangkan buku ini membahas dan membedah poligami menurut
Tokoh Muslim Muhammad ‘Abduh.

16 Abdul Nasir Taufiq Al-‘Attar, Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan
Perundang-undangan, Alih Bahasa oleh Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

17 Buku ini sedikit mempunyai kesamaan yakni pada kajian terkait poligami namun
perbedaan terletak pada skirpsi ini terfokus pada pasal 3-5 UUP No. 1 Tahun 1974 yang dikaji dari
sudut pandang Magasid asy-Syari‘ah sedangkan buku ini membahas poligami sebelum adanya
UUP.



Islam secara global atau umum, mulai dari sejarah masa pra Islam hingga masa
pasca Islam.*® Buku ini memberikan pemaparan secara umum tentang poligami.*®

Imam Fatahudin dalam skripsinya Poligami di Kalangan Kiai di Kabupaten
Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Skripsi ini memaparkan keadaan poligami
di suatu daerah yakni di Sumatera Selatan, yang mana pada kesimpulannya skripsi
ini menyatakan bahwa maraknya poligami yang dilakukan oleh para kiai dengan
beberapa faktor yakni, rasa cinta, dakwah agama, menghindari maksiat atau
penyimpangan seksualitas, sunah Nabi dan ibadah, sifat fanatisme masyarakat
terhadap kiai, dan faktor status sosial (ekonomi) dan pendidikan. Kesimpulan
lainnya bahwa poligami yang dilakukan di daerah tersebut adalah illegal dalam
artian tidak dicatatkan, dengan alasan karena tidak terpenuhinya kriteria yang ada
di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun secara agama perkawinan
poligami itu sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat.?® Skripsi yang
merupakan penelitian lapangan ini membuktikan adanya perbuatan ilegal dalam
perkawinan karena tidak dicatatkannya perkawinan yang dilakukan secara

poligami.?!

18 Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta: LKAJ[Lembaga Kajian
dan Gender], 1999).

19 Buku ini memiliki perbedaan dengan skripsi penulis yakni terletak pada pokok bahasan.
Buku ini membahas poligami secara global sedangkan penulis membahas poligami lebih khusus
pada pasal 3-5 UUP No. 1 Tahun 1974,

2 Imam Fatahudin, “Poligami di Kalangan Kiai di Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan,” skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2011).

2L Skripsi yang ditulis oleh Imam Fatahudin berbeda dengan skripsi ini karena Imam
Fatahudin mengkaji poligami di daerah tertentu sedangkan penulis dalam skripsi ini mengkaji
poligami secara pustaka, sehingga hasilnya pun memberikan perbedaan pandangan tentang
poligami.
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Awinullah dalam skripsinya yang berjudul Poligami dalam Islam (Studi
Pemikiran Perbandingan antara Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali
Engineer). Skripsi Awinullah memiliki kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan
perbedaan dari kedua tokoh tersebut. Persamaan terjadi pada asas monogami pada
keluarga dan poligami adalah perbuatann jahiliyyah. Perbedaan dari keduanya
adalah Muthahhari menganggap Poligami boleh sedangkan Engineer menolaknya,
Muthahhari beranggapan poligami itu muncul akibat kodrat perempuan sedangkan
Egineer lebih kepada keharusan membantu anak yatim, Muthahhari beranggapan
kaum laki-laki lebih banyak di dunia ini sedangkan Engineer menolak karena di
India berlaku sebaliknya, Muthahhari beranggapan poligami adalah solusi
immoralitas seksual sedangkan Engineer menolaknya. Latar belakang dari
keduanya juga menjadi penyebab perbedaan kesimpulan dari skripsi ini, yakni
adanya perbedaan metodologi dan sosial politik pada masing masing tokoh.??
Skripsi ini memberikan pemeparan antara dua pemikiran tokoh Islam terkait
poligami.?

Ma’arif Syaifudin dalam skripsinya yang berjudul Poligami Menurut Nyai-
Nyai Muda Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.
Penulisan skripsi Ma’arif Syaifudin menggunakan pendekatan normatif-yuridis

dengan menghasilkan kesimpulan bahwa para Nyai Muda memperbolehkan

22 Awinullah, “Poligami dalam Islam (Studi Pemikiran Perbandingan antara Pemikiran
Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer,” skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga (2006).

23 Perbedaan skripsi Awinullah dengan skripsi ini adalah terletak pada objek kajian yakni
Awinullah mengkaji poligami dari sudut pandang 2 tokoh muslim sedangkan skripsi ini mengkaji
poligami dari peraturan perundang-undangan.
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poligami dengan alasan yang mendesak seperti tertera pada undang-undang,
kemudian hal lain yang menjadi alasan para Nyai Muda ini adalah jikalau memang
poligami lebih membawa kemaslahatan dari pada kemadhorotan maka hal itu dapat
dilakukan.?* Skripsi ini adalah penelitian lapangan yang memberikan penjelasan
tentang tanggapan atau pandangan Nyai di Pondok Pesantren.?

Fachri Paripurna dalam skripsinya Poligami dalam Islam (Studi Komparasi
antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur). Fachri Paripurna
pada skripsinya menggunakan pendekatan usul fikih sehingga pada akhirnya
mampu memberikan kesimpulan bahwa Muhamad Abduh memberikan lebel haram
bagi poligami walupun masih ada kemungkinan jika darurat, sedangkan Syahrur
memperbolehkan karena ketentuan sudah ada di dalam al-Quran. Perbedaan lainnya
adalah perbedaan basis epistimologi dimana Abduh lebih kental dengan nuansa
Burhani sementara Syahrur lebih kuat corak Bayani, Abduh mengharamkan
poligami sementara Syahrur tidak, dan Syahrur melihat hikmah poligami,
sementara Abduh tidak melihat adanya hikmah.?® Skripsi ini merupakan skripsi

yang memberikan pemaparan perbandingan antara 2 tokoh Islam.?’

24 Ma’arif Syaifudin, “Poligami Menurut Nyai-Nyai Muda Pondok Pesantren Yayasan Ali
Maksum Krapyak Yogyakarta,” skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga (2015).

%5 Skripsi Ma’arif Syaifudin yang mengkaji poligami menurut Nyai Muda pondok
pesantren ini berbeda dengan skripsi ini karena skripsi ini mengkaji poligami melalui Undang-
Undang Perkawinan.

% Fachri Paripurna, “Poligami dalam Islam (Studi Komparasi antara Pemikiran
Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur),” skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah dn Hukum
UIN Sunan Kalijaga (2006).

27 Skripsi Fachri Paripurna memiliki perbedaan dengan skripsi ini yakni terletak pada fokus
kajian dimana Fachri mengkaji poligami dari pandangan 2 tokoh muslim sedangkan skripsi ini
mengkaji poligami pada UUP dari sudut pandang Magasid asy-Syari ‘ah.
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Muhammad Amien Rais dalam skripsinya yang berjudul Syarat Poligami
dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut
Pandangan Para ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi
Bengkulu. Muhammad Amien Rais menggunakan pendekatan normatif yuridis
sehingga dalam kesimpulannya menghasilkan bahwa ulama-ulama sepakat
persyaratan dalam undang-undang ini tidak melarang poligami namun melindungi
hak-hak wanita agar tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan juga memberikan
informasi bahwa untuk melakukan poligami tidak mudah karena hanya orang-orang
tertentu saja yang dapat melakukannya.?® Skripsi ini merupakan penelitian lapangan
pada salah satu daerah di Indonesia tentang tanggapan ulama terkait persyaratan
poligami pada UU dan KHI.%®

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas tentunya sudah tidak asing lagi
dengan istilah poligami, karya karya ilmiah di atas memiliki kesamaan pembahasan
secara umum yakni tentang poligami namun memiliki perbedaan di masing-masing
sudut pandang penelitiannya. Penulis dalam hal ini menyajikan poligami melalui
Undang-Undang Perkawinan dari sudut pandang Magasid asy-Syari‘ah, yakni
bagian disiplin ilmu dari usul fikih, yang juga merupakan salah satu kajian filsafat

hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan menjadi objek penting dalam penelitian

2 Muhammad Amien Rais, “Syarat Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu,” skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

2 Perbedaan skripsi Muhammad Amien Rais dengan skripsi ini adalah pada jenis
penelitian, yakni penelitian yang dilakukan oleh Amien adalah penelitian lapangan sedangkan
skripsi ini melakukan penelitian pustaka.
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ini sehingga penelitian ini akan menghasilkan perbedaan yang melengkapi karya-
karya ilmiah sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan syarat rukun
hukum yang telah ditentukan, baik oleh agama maupun negara guna tercapainya
tujuan perkawinan. Tujuan Perkawinan adalah guna membentuk keluarga sakinah,
mawaddah waraszmah, hal ini didasari oleh firman Allah SWT surah ar-Rum (30)

ayat 21:
53 50 oS a5 L) 5] L)) oSl (oS0 1A () 4] (305
00y 5 Sty o il Y Sl 3 L
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. merumuskan tujuan perkawinan
adalah (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang
(sakinah, mawaddah warahmah), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian
tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan: (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi),
(3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks) , (4) menjaga kehormatan, (5) ibadah.3!
Hal ini berlaku juga pada perkawinan poligami atau poligami. Poligami berasal dari
bahasa Yunani. Istilah ini dipakai di dalam pembagian dan pembendaan praktik

perkawinan yang terjadi pada masa itu. Poligami (poly, apolus= banyak; gamos,

gami= perkawinan), artinya banyak nikah. Istilah ini digunakan untuk menunjuk

30 Ar-Rum (30): 21.

81 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan |: Dilengkapi Perbandingan UU Negara
Muslim Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), him. 42.
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pada praktik perkawinan lebih dari satu suami atau istri — sesuai dengan jenis
kelamin orang yang bersangkutan. Laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri
(perempuan); atau perempuan mempunyai lebih dari seorang suami (laki-laki) —
pada masa yang sama dan bukan karena kawin cerai.*?

Poligami berdasarkan undang-undang di Indonesia adalah tidak dilarang
dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 pada pasal 3-5, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 40-
43 dan Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991) pada pasal 55-59
merupakan aturan yang mengatur terkait poligami dari segi hukum, syarat, rukun

dan pelaksanaannya. Dalam Islam melalui al-Quran surah an-Nisa’ (4) ayat 3:
E g i el e oST il | aSilE Uil 3 ) gl S84 o
3% 51 g2V ol SAZaSilayl SLeba gl Bas) 58 | glaasV) Sidd JaTe )
Al-Quran surah an-Nisa’ (4) ayat ini menjelaskan secara tektual bahwa adil
adalah sebagai syarat dalam mengawini dua, tiga atau empat perempuan. Keadilan

sebagai syarat mutlak dijelaskan juga oleh al-Quran yakni pada surah an-Nisa’ (4)

ayat 129:
Jaall JS ) hiat DU aa ja ol g oLl ) ghaas (gl T gadaiaas (1

s |yt OIS Al ) g g ) saliad o) 57 AaleallS L 5 )28

32 Islah Gusmian, Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami ?, (Yogyakarta: Pustaka
Marwa, 2007), him. 25-26.

3 An-Nisa’ (4): 3.

3 An-Nisa® (4): 129.
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Berdasarkan dua ayat di atas Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs.
Sohari Sahrani, M.M., M.H. berpendapat melalui bukunya bahwa kalau ayat
tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 surah
an-Nisa’ diwajibkan berlaku adil, sedangkan pada ayat 129 meniadakan berlaku
adil. Hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di
sini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil
yang ditiadakan dalam ayat 129 surah an-Nisa’ di atas adalah adil dalam masalah
cinta dan kasih sayang.® Hal ini pula menunjukkan bahwa syarat adil bagi poligami

adalah mutlak harus dipenuhi. Aisyah r.a. berkata:
JMHSJ%JJ\ d)uJQ\S» : d&@b&&;ﬁk&j\ a.ugu.nfn\m
1250 sl JB ellal V5 Gl Lagd il DI llal Lo 138 aglll : J sy g
36, lal) ey
Hadits ini menjelaskan bahwasanya keadilan yang dapat dikerjakan manusia
adalah keadilan yang bersifat lahiriah dan keadilan yang berkaitan dengan hati
adalah kuasa Allah SWT.

Syarat dan ketentuan poligami pada pasal 3-5 UUP yang ditetapkan oleh

negara merupakan implementasi dari agama yakni dengan harapan terciptanya

% H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet.
Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), him. 363.

% Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats As-Sijistani, Sunan Abi Dawud Juz'u as-sant,
(Lebanon: Dar EI-Fikr SAL, 2007 M/1427-1428 H), him. 209, hadis nomor 2134, “kitab an-Nikah,”
“Bab fi al-Qasmi baina an-Nisa’a.” Hadits ini juga terdapat pada riwayat lainnya yakni Tirmidzi,
Nasa’i dan Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan dari Masa bin 1sma‘il.
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keadilan, kemaslahatan dan tercapainya tujuan peraturan tersebut. Pasal 3-5
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait poligami
yakni syarat poligami yang harus dipenuhi adalah adil. Ada banyak sudut pandang
keadilan yang memberikan gambaran baik dari segi kesamaan atau kesetaraan,
kemanfaatan dan lainnya. Feminisme misalnya, keadilan yang di kaji dari sudut
pandang kesetaraan memberikan gambaran bahwa suatu peraturan yang dibuat oleh
sebuah negara harus berlandasan pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.’
Teori lain terkait keadilan adalah teori utilitarianisme yang memberikan pengertian
bahwa tindakan atau kebijaksanan yang secara moral benar adalah yang
menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi warga masyarakatnya.*® Dari dua teori
keadilan ini ada dua perbedaan dasar yakni tentang kesetaraan dan kebahagian
terbesar bagi masyarakat, kemudian secara kasat mata dapat dilihat dari kedua hal
ini memiliki kesamaan yakni sebuah kemaslahatan (manfaat) yang menjadi tujuan

dari keadilan. Dalam hukum agama Islam salah satu kaidah fikih menyebutkan :

zlladl Gla (e p2ia) (0 (Jg) 2uliall ¢ 53

Kaidah fikih ini menerangkan bahwa suatu perkara apabila dalam halnya
terlihat ada manfaat atau maslahat, namun di situ juga ada kemafsadatan atau
kerusakan, haruslah didahulukan menghilangkan mafsadat ini, Kkerena

kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga mengakibatkan

37 Will Kymlicka, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-
Teori Keadilan, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), him. 317-318.

% 1bid., him. 12.

3% Asjmuni A. Rahman, Qa’idah-Qa’idah Figih (Qawa’idul Fighiyah), (Jakarta: Bulan
Bintang, 1976), him. 75.
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kerusakan yang lebih besar. Menganjurkan berkumur-kumur pada waktu wudu
adalah sunah tetapi bagi orang yang sedang berpuasa adalah makruh karena dapat
merasakan atau membatalkan puasa. Berdasarkan kaidah ini pula, syaikh
Muhammad Abduh berpendapat, bahwa poligami dapat dilarang, manakala dengan
poligami itu akan menimbulkan kerusakan.*® Pada akhirnya suatu hal yang
memiliki kemaslahatan pasti memiliki kemafsadatan dan untuk mendapatkan
sebuah kemaslahatan dianjurkan untuk menghilangkan kemafsadatan terlebih
dahulu.

Keadilan dan kemaslahatan dari pemaparan di atas merupakan bagian dari
tujuan adanya sebuah hukum, dalam Islam dikenal dengan istilah Magasid asy-
Syari‘ah. Tokoh agama Islam yang terkemuka dengan teori Magasid asy-Syari‘ah
adalah asy-Syatibi, asy-Syatibi memberikan pengertian Magasid asy-Syari‘ah
adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Asy-Syatibi membagi
Magasid asy-Syari‘ah dalam arti maqasid syar‘i (Tujuan Tuhan) menjadi empat
aspek yakni, (1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia dunia dan
akhirat; (2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami; (3) Syariat sebagai suatu
hukum taklif yang harus dilakukan; (4) Tujuan syariat adalah membawa manusia
ke bawah naungan hukum. Berdasarkan empat aspek tersebut hakikatnya atau
tujuan awal pemberlakuan syariat adalah kemaslahatan manusia, oleh karena itu
asy-Syatibi membagi lima unsur pokok guna terwujudnya sebuah kemaslahatan

manusia yakni agama, jiwa, keturunan akal, dan harta. Kelima unsur pokok ini

%0 1bid., him. 76.
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dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga yang ketiga-tiganya tidak dapat
dipisahkan yakni magasid ad-Darariyyat, magasid al-Hajiyyat, dan magasid at-
Tahsiniyyat. Ketiga kategori prioritas ini saling melengkapi satu dan yang lainnya,
magqasid ad-Daruriyyat dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok manusia di
atas (agama, jiwa, akal, Kketurunan, harta), magasid al-Hajiyyat untuk
menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok
menjadi lebih baik lagi, sedangkan maqasid at-Taksiniyyat agar manusia dapat
melakukan yang terbaik dalam penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.
Contoh dalam hal ini adalah memelihara unsur agama aspek Dariiriyyat-nya antara
lain adalah salat, salat merupakan Daririyyat, keharusan menghadap Kiblat
merupakan Hajiyyat, dan menutup aurat merupakan aspek taksiniyyat.**

Tokoh Islam ternama dalam pembaharuan hukum Islam dengan
menggunakan pendekatan Magasid asy-Syari‘ah lainnya yakni Prof. Dr. Jaser
‘Audah memberikan pengertian bahwa, al-Magasid adalah cabang ilmu keislaman
yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah
kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa?” berikut beberapa contoh
penggunaan kata ini dalam Islam: Mengapa seorang Muslim salat ?; Mengapa zakat
merupakan salah satu rukun Islam ?; Mengapa puasa Ramadan adalah salah satu
rukun Islam ?; Mengapa berlaku baik terhadap tetangga termasuk kewajiban dalam
Islam ?; Mengapa meminum minuman beralkohol, walaupun sedikit adalah dosa

besar dalam Islam ?.

41 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magasyid al-Syaria’ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1996), him.63-72.
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Rangka inilah, al-Magasid menjelaskan hikmah di balik aturan syariat
Islam. Sebagai contoh, salah satu hikmah di balik zakat adalah untuk memperkokoh
bangunan sosial. Dalam rangka ini juga kita dapat memahami perintah untuk
berbuat baik dengan tetangga dan memberi hormat kepada orang lain dengan
mengucapkan salam.*? Klasifikasi klasik al-Magasid meliputi 3 (tiga jenjang
keniscayaan: ad-Daruriyyat (keniscayaan), al-Hajiyyat (kebutuhan), dan at-
Tahsiniyyat (kemewahan). Para Ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima):
Hifz ad-Din (pelestarian agama), Hifz an-Nafs (pelestarian nyawa), Hifz al-Mal
(pelestarian harta), Hifz al-‘Ag/ (pelestarian akal) Hifz an-Nasl (pelestarian
keturunan), dan sebagian Ulama menambah Hifz al- ‘Ird (pelestarian kehormatan)
guna menggenapkan kelima al-Magasid itu mejadi enam tujuan pokok/primer atau
keniscayaan.*

Sejalan dengan dua tokoh di atas asy-Syatibi dan ‘Audah, yakni Prof.
Yudian Wahyudi menjabarkan Magasid asy-Syari‘ah dengan sebelumnya
menerangkan tetang hukum Islam. Hukum Islam pada dasarnya bersifat fleksibel
dengan bukti adanya hukum kepasangan yakni ketika ada maslahat pasti ada
mafsadat yang menyertainya. Hukum kepasangan ini adalah hukum yang ada pada
setiap hukum-hukum yang berasal dari ayat-ayat al-Quran, hukum kepasangan ini
terdiri dari 5 yakni, bersifat Ilahi juga wad’i, bersifat absolut juga relatif, bersifat

universal juga lokal, bersifat abadi juga sementara serta bersifat harfiah juga

42 Jaser ‘Audah, Al-Magasid untuk Pemula, penerjemah ‘Ali ‘Abdelmon‘im, cet. Ke-1
(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2013), him. 4.

3 1bid., him. 8.
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maknawiyah. Berdasarkan hukum kepasangan ini kemudian dalam pelaksanaan
sebuah hukum harus mempunyai tujuan hukum (Magasid asy-Syart ‘ah). Magasid
asy-Syari ‘ah dibagi menjadi 3 bagian yakni keharusan (ad-Daruriyyat), kebutuhan
(al-Hajiyyat) dan ornamental (at-Tahsiniyyat). Ketiga bagian ini saling melengkapi
satu sama lain guna tetap terjaganya tujuan pokok yakni agama, jiwa, harta,
keturunan, akal, dan harga diri. Magasid asy-Syari‘ah, kemudian dalam hal ini
menjadi metode yang memberikan makna bahwa hukum Islam bukan sekedar halal
maupun haram melaikan bergerak secara fleksibel wajib, sunah, mubah, makruh,

dan haram sesuai dengan kadar tujuannya.**

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide
dengan menggunakan pemaparan yang rasional dan sistematis, oleh sebab itu pada
penelitian (skripsi) ini penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitiannya
yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian dengan studi kepustakaan

(library research), karena itu data yang diteliti berupa buku-buku, jurnal,

4 Yudian Wahyudi, “Islam dan Nasionalisme: Sebuah Pendektan Maqashid Syari’ah,”
dalam Yudian Wahyudi, Magqasyid Syari’ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam
dari Harvard ke Sunan Kalijaga, him. 28-31.
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majalah, naskah, yang semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan,*
dan kemudian tentunya memang berhubungan dengan masalah poligami.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini  bersifat deskriptif-analitik.  Deskriptif  berarti
menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam
masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan,
kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses yang sedang berlangsung dan
pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.*® Analitik adalah jalan yang
dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan
perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara
pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh
kejelasan.*” Penelitian dengan deskriptif-analitik ini diharapkan mampu
memberikan penjelasan yang baik dalam memaparkan penelitian yang ada
pada skripsi ini.

3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:
pertama, pendekatan normatif, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik
itu bersumber dari nas (al-Quran dan al-Hadits) maupun juga kaidah fikih

dan usul fikih, dengan penjelasan pendapat para ulama fikih Imam Mazhab

54,

4 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, cet. Ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1998), him.

%8 1bid.

47 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 59.
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yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kedua, pendekatan
filosofis, digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang
mendalam sampai pada akar permasalahannya. Pendekatan ini dipakai
dengan alasan permasalahan yang diteliti ditinjau dari sudut pandang
Magqasid asy-Syari ‘ah yang banyak membutuhkan penalaran dalam usaha
memahami makna yang terkandung dibalik teks.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah
metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku
yang berkaitan dengan tema yang diteliti.*® Sumber yang berkaitan yakni
sumber-sumber dari buku yang memuat tentang permasalahan poligami,
termasuk pula undang-undang atau peraturan yang terkait, dan buku tentang
Magasid asy-Syari‘ah. Metode dokumentasi ini diharapkan mampu
mendukung pengumpulan data yang kemudian dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan pengaturan urutan data, mengorganisir ke
dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan
dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis

data.*® Tahapan menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan

48 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka

Cipta, 1992), him. 131.

112,

49 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2002), him.
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analisis deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh merupakan kumpulan dari

karya tulis atau komentar orang atau perilaku yang diamati yang

didokumentasikan melalui proses pencatatan yang kemudian diperluas dan

disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah

instrumen berfikir induktif dan deduktif.>

Data yang dikumpulkan juga akan dianalisis juga menggunakan pendekatan
Magasid asy-Syari‘ah, dengan mengoperasikan analisis terhadap keadilan dan
kemaslahatan di dalam tujuan dasar hukum. Uji data tersebut juga kemudian
menggunakan unsur-unsur pokok Magasid asy-Syari‘ah yang senantiasa dijaga
berdasarkan skala prioritasnya yakni: agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga
diri.>! Proses analisis yang berurutan memudahkan dalam penelitian, maka analisis
data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni: dimulai dengan pengumpulan data.
Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir
sehingga terpilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahapan berikutnya
data tersebut yang telah dalam proses analisis diinterpretasikan lalu diambil

kesimpulan.®

%0 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),
him. 40.

%1 Yudian Wahyudi, Magasyid Syari’ah dalam Pergumulan Politik, him. 29-30.

52 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian IImiah Dasar: Dasar, Metode dan Teknik,
(Bandung: Tarsito, 1990), him. 139.
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G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi tiga
bagian yakni pertama memahami Magasid asy-Syari‘ah, kedua perkawinan
poligami dan ketiga melihat perkawinan poligami dari sudut pandang Magasid asy-
Syari‘ah. Penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih runtut dalam
pembahasannya kemudian dibagi menjadi lima bab, dan pada setiap bab sebagian
terdapat sub bab.

Bab pertama, menjelaskan bahasan secara umum dan mendasar dengan
menggunakan kesimpulan sementara, yakni melalui latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik dan
metode penelitian. Bab ini sebagai fondasi penelitian yang dilakukan penulis, yakni
menentukan arah dalam penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan bahasan terkait Magasid asy-Syari‘ah, sebagai
ilmu peninjau dari penelitian ini. Bab ini membahas Magqasid asy-Syart‘ah secara
menyeluruh sehingga memberikan pandangan yang fokus terhadap objek
penelitian.

Bab ketiga, pembahasan bab ini terfokus pada poligami. Poligami sebagai
objek dalam penelitian ini tentu memberikan pemahaman-pemahaman yang
bermacam-macam, oleh karena itu perlu adanya penyesuaian pemahaman.
Poligami pada bab ini dibahas dengan menyeluruh dari normatif sampai yuridis
agar objek penelitian ini terarah dan fokus.

Bab keempat, bab ini menganalisis objek penelitian yakni poligami pada

pasal 3-5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan sudut pandang Magasid asy-
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Syart‘ah. Analisis pada bab ini diperlukan guna memberikan pandangan peneliti
terhadap objek penelitian, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan.

Bab kelima, bab terakhir pada penelitian ini memberikan bahasan
kesimpulan dan saran terhadap bahan penelitian ini. Bab ini juga diperlukan penulis
sebagai peneliti untuk memberikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang

berhubungan dengan tidak lanjut dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Tinjauan Magqasid asy-Syari‘ah terhadap aturan poligami
yang tertera dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

a. Pasal 3 yang berisi 2 ayat memberikan penjelasan pada ayat pertama
bahwa asas perkawinan adalah monogami, seorang dengan seorang.
Ayat kedua dari pasal ini memberikan penjelasan bahwa pengadilan
dapat memberikan izin terkait adanya kemungkinan suami beristri
lebih dari seorang. Berdasarkan Magasid asy-Syari‘ah kedua ayat ini
memberikan pengertian bahwa adanya upaya pencapaian maksimal
terhadap kebahagiaan (sakinah, mawaddah warahmah) dalam sebuah
perkawinan dan membuktikan bahwa umat manusia itu beragam yang
dengan keberaagamannya itu apabila tidak dilakukan penjagaan
dengan pertimbangan agama, jiwa, harta, akal, keturunan dan
kehormatan akan menyebabkan kerusakan.

b. Pasal 4 yang berisi 2 ayat memberikan penjelasan pada ayat pertama
yaitu tentang kewenangan pengadilan yang berhak mengabulkan
permohonan poligami. Ayat kedua dalam pasal ini juga menerangkan
lebih lanjut dasar pengadilan mengabulkan permohonan poligami
yakni hanya pada tiga alasan: karena istri tidak melakukan

kewajibannya, karena istri sakit yang tidak dapat disembuhkan dan

81
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karena istri tidak dapat melahirkan. Magasid asy-Syari‘ah sebagai
metode, memberikan kesimpulan bahwa syarat dan unsur yang ada di
dalam pasal ini adalah upaya merepresentasikan sebuah keadilan.
Pengawasan poligami oleh pengadilan dibutuhkan demi mewujudkan
sistem tatanan sosial yang baik. Unsur poligami yakni perempuan tidak
dapat melakukan kewajibannya, sakit dan tidak dapat memberikan
keturunan adalah keadaan alternatif yang tidak diharapkan namun
menjadi pilihan kehidupan perempuan. Metode Magasid asy-Syari ‘ah
memberikan keterangan bahwa suatu hal tidak ada yang mutlak, maka
tujuan perkawinan dengan tercapainya kebahagiaan (sakinah,
mawaddah wara/zmabh) bersifat dapat dirasakan oleh siapapun.

Pasal 5 berisi 2 ayat yang ayat pertama tentang prosedur permohonan
poligami yang harus dilakukan oleh suami, yakni mendapat ijin istri,
menjamin keperluan istri maupun anak dan menjamin keadilan bagi
istri maupun anak. Ayat kedua pada pasal ini memberikan gambaran
bahwa ijin istri tidak dapat dijadikan rujukan apabila istri tidak dapat
menjadi pihak dalam perjanjian atau karena tidak ada kabar selama 2
tahun lamanya. Maqasid asy-Syari‘ah sebagai metode memberikan
kesimpulan bahwa pada pasal ini membuktikan adanya upaya atau
semangat dalam menjunjung kesetaraan yang maslahat sesuai syariat
Islam, karena sebuah keadilan adalah milik siapapun tanpa memandang
siapa orangnya dan apa jenis kelaminnya. Jaminan terhadap anak dan

istri adalah wujud yang nyata bahwa sebuah perkawinan poligami
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memberikan perlindungan terhadap istri dan anaknya sesuai dengan
mandat Magasid asy-Syari‘ah. Pasal 5 ini berdasarkan Magasid asy-
Syart‘ah juga memberikan kesimpulan bahwa tujuan perkawinan akan
tercapai apabila tujuan tersebut dapat diterima dan disepakati oleh
kedua belah pihak baik bagi suami maupun bagi istri.

Perkawinan poligami pada klasifikasi Magasid asy-Syari‘ah berdasarkan
kesimpulan ini kemudian dapat diartikan bergerak sesuai dengan kebutuhannya.
Poligami dalam aturan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan bergerak secara fleksibel dapat diartikan ad-Darariyyat, al-Hajiyyat,
dan at-Tahsiniyyat. Bergerak dari ad-Daruriyyat sampai pada at-Tahsiniyyat
ataupun sebaliknya bergerak dari at-Tahsiniyyat sampai pada ad-Daruriyyat
dengan pertimbangan agama (kifz ad-Din), harta (kifz al-Mal), jiwa (hifz an-Nafs),
keturunan (4ifz an-Nasl), akal (kifz al-Agl) dan kehormatan (kifz al-1rd).

B. Saran-Saran

Penelitian dalam bentuk skripsi ini mengkaji poligami yang tertera pada
pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penulis yang dalam hal ini
juga sebagai peneliti banyak menemukan hal dibalik perkawinan poligami yang
membuktikan bahwa poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih
memiliki kekurangan yakni dengan belum tercapainya tujuan dalam perkawinan.
Penulis mempunyai pesan atau saran bagi para pembaca baik yang sudah
mendalami terkait poligami maupun yang akan mulai mendalami poligami,

haruslah merasakan makna dari tujuan perkawinan poligami itu sendiri yakni
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keadilan (kebahagiaan). Poligami bukan sebuah keharusan karena keharusannya
adalah sakinah, mawaddah warahmah.

Penulis juga menyarankan kepada teman-teman yang hendak melakukan
penelitiaan terkait poligami, poligami merupakan jalan alternatif yang tidak
merugikan siapapun baik pria maupun wanita. Penelitian ini memberikan pintu
dalam kajian poligami dari sudut pandang Magasid asy-Syari‘ah yang masih
banyak titik terang guna menemukan makna yang dimaksudkan oleh Allah SWT.
Magasid asy-Syari ‘ah dapat memberikan sudut pandang individual maupun sosial,

jangkauan hukum dan prioritas dalam perkawinan poligami di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/ Hadis

Kementrian Agama RI, Al-Fattah Al-Quran 20 Baris Terjemahan: Terjemahan Dua
Muka, Bandung: CV Mikraj Khazanah llmu, 2011.

Munzdiry, Hafidz al-, Tarjamah Sunan Abu Dawud Jilid I11, alih bahasa H. Bey Arifin
dan A. Syingithy Djamaluddin, cet. Ke-1Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992.

Sijistani, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats As-, Sunan Abi Dawud Juz'u as-san,
Lebanon: Dar El-Fikr SAL, 2007 M/1427-1428 H.

Fikih/Usul Fikih

‘Attar, Abdul Nasir Taufiq al-, Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan
Perundang-undangan, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang,
1976.

Ali Sodigin, dkk., Figh Ushul Figh: Sejarah, Metodologi dan Implementasi di
Indonesia, cet. Ke-1, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga, 2014.

‘Audah, Jaser, Al-Magasid untuk Pemula, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmon‘im, cet. Ke-1,
Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

‘Audah, Jaser, Membumikan Hukum Islam melalui Magasid Syariah, alih bahasa
Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun‘im, cet. Ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka
Anggota IKAPI, 2015.

Azwar, Syaifuddin, Metode Penelitian, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqgasyid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1996.

Fahmie, Anshori, siapa Bilang Poligami itu Sunnah ?, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka
[IMaN, 2007.

Gusmian, Islah, Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami ?, Yogyakarta: Pustaka
Marwa, 2007.

Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan

Lampiran Undan-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, cet. Ke-2,
Jakarta Pusat: PT Tintamas Indonesia, 1986.

85



86

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Kharlie, Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar
Grafika, 2013.

Kisyik, Abduk Hamid, Hikmah pernikahan Rasulullah SAW, alih bahasa Ida Nursida,
cet. Ke-2, Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995.

Kisyik, Abdul Hamid, Hikmah Perkawinan Rasulullah, alih bahasa Fachruddin HS,
Cet. Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Mawardi, hmad Imam, Figh Minoritas: Figh al-Aqgalliyat dan evolusi Magasid al-
Syari‘ah dari Konsep ke pendekatan, cet. Ke-1, Yogyakarta:LKiS Yogyakarta,
2010.

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 2002.

Mulia, Musdah, Pandangan Islam tentang Poligami, Jakarta: LKAJ (Lembaga Kajian
dan Gender), 1999.

Mulyo, A. Mufrod Teguh., Reformasi Undang-Undang Perkwinan di Indonesia, cet.
Ke-1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015.

Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara
Muslim Kontemporer, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013.

----, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh, cet. Ke-1,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar &ACAdeMIA, 1996.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan
di Indonesia, cet. Ke-5, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair
(AUP), 2012.

Rahman, Asjmuni A, Qa’idah-Qa’idah Figih (Qawa’idul Fighiyah), Jakarta: Bulan
Bintang, 1976.

Rahmaniyah, Inayah, dan Moh. Sodik, Menyoal Keadilan dalam poligaimi, cet. Ke-4,
Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 20009.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, cet. Ke-3, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Thahir, A. Halil, /jtihad Magasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas
Maslahah, cet. Ke-1, Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2015.



87

Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyudi, Yudian, Magashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum
Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Nawesea Press: Center for
the Study of Islam in North America, Western Europe and Southeast Asia Press,
2014,

Wahyudi, Yudian, Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada
dan Amerika, cet. Ke-6, Yogyakarta: Nawesea Press: Center for the Study of
Islam in Nort America, Western Europe and Southeast Asia Press, 2010.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, S.H.I., M.S.I., Hukum Perkawinan Islam Indonesia:
Perbandingan Figih dan Hukum Positif, cet. Ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.

Lain-Lain
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka

Copta, 1992.

Kymlicka, Will, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-
Teori Keadilan, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Nazir, Muhammad, Metode Penelitian, cet. Ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 1998.

Rahman, wahur, Al-Quran dan Pemikiran Islam, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet.
Ke-1 Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1984.

Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian limiah Dasar: Dasar, Metode dan Teknik,
Bandung: Tarsito, 1990.

Syalabi, Ahmad, Sejarah dan Kebudayaan Islam, alih bahsa H. Mukhtar Yahya, Cet.
Ke-6. Surabaya: Usaha Nasional, t,t.

Skripsi

Awinullah, Poligami dalam Islam (Studi Pemikiran Perbandingan antara Pemikiran
Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer, skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2006).



88

Fatahudin, Imam, Poligami di Kalangan Kiai di Kabupaten Ogan Komering llir,
Sumatera Selatan, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (2011).

Paripurna, Fachri, Poligami dalam Islam (Studi Komparasi antara Pemikiran
Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur), skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2006).

Rais, Muhammad Amien, Syarat Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para ulama Di Curup Kota
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2012).

Syaifudin, Ma’arif, Poligami Menurut Nyai-Nyai Muda Pondok Pesantren Yayasan Ali
Maksum Krapyak Yogyakarta, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga, (2015).



TERJIEMAHAN

No

Halaman

Surah/Hadis

Terjemahan

Him. 13

Bab |

Al-Quran surah
ar-Ram (30)
ayat 21

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-
Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa
tenteram  kepadanya, dan dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang
berfikir.

Him. 14
Bab I
HIim. 55

Bab 111

Al-Quran surah
an-Nisa’ (4) ayat
g

“Dan Jika kamu khawatir tidak akan
mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan Yyatim (bilamana kamu
mengawininya), maka  kawinilah
perempuan (lain) yang kamu senangi:
dua, tiga atau empat. Tetapi, jika kamu
khawatir tidak mampu berlaku adil,
maka (kawinilah) seorang saja, atau
hamba sahaya perempuan yang kamu
miliki. Yang demikian itu adalah lebih
dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Him. 14

Bab |

Al-Quran surah
an-Nisa’ (4) ayat
129

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku
adil di antara istri-istri (mu), walaupun
kamu sangat ingin berbuat demikian,
karena itu janganlah kamu terlalu
cenderung (kepada yang kamu cintai),
sehingga kamu biarkan yang lain
terkatung-katung. Dan jika kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara
diri (dari kecurangan), maka sungguh
Allah  Maha Pengampun, Maha
Penyayang.”

Him. 16

Bab I

Kaidah figih

“menolak kerusakan didahulukan dari
pada menarik kemaslahatan.”




Him. 38

Bab 11

Al-Quran surah
al-Maidah (5)
ayat 6

Wahai orang-orang yang beriman!
Apabila kamu hendak melaksanakan
salat, maka basuhlah wajahmu dan
tanganmu sampai ke siku, dan sapulah
kepalamu dan (basuh) kedua kakimu
sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu
junub maka mandilah. Dan jika kamu
sakit atau dalam perjalanan atau
kembali dari tempat buang air (kakus)
atau menyentuh perempuan, maka jika
kamu tidak memperoleh air, maka
bertayamumlah dengan debu yang baik
(suct); usaplah wajahmu dan tanganmu
dengan (debu) itu. Allah tidak ingin
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak
membersih kamu dan
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu,
agar kamu bersyukur.

Him. 35

Bab 11

Al-Quran surah
al-‘Ankabiut (29)
ayat 45

Bacalah kitab (al-Quran) yang telah
diwahyukan kepadamu (Muhammad)
dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya
salat itu mencegah dari (perbuatan) keji
dan  munkar. Dan (ketahuilah)
mengingat Allah (salat) itu lebih besar
(keutamaannya dari ibadah yang lain).
Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

HIm. 35

Bab Il

Al-Quran surah
al-Bagarah (2)
ayat 179

Dan dalam qgisas itu ada (jaminan)
kehidupan bagimu, wahai orang-orang
yang berakal, agar kamu bertakwa.

Him. 15

Bab |

HR Abu Dawud,
Tirmidzi, Nasa’l
dan lbnu Majah

Dari Aisyah R.A. dia berkata:
Rasulullah S.A.W. biasa membagi lalu
berlaku adil. Dan beliau bersabda:
“Wahai Allah, inilah pembagianku
menurut kemampuan yang aku kuasai.
Maka janganlah Engkau mencelaku
karena kemampuan yang Engkau
miliki, sedang aku tidak mampu
menguasainya”. Maksudnya adalah
hati.
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Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974
Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional,
perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 1



BAB 1

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3

(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari
seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam
pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan
di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang
akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anak mereka.

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak
mereka.
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(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh
satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara
atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4)
pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya,
maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu
mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada

Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak

wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut

pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi

tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
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a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,
antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan
saudara neneknya,;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku
dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali
dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi
untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,
sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan
tidak menentukan lain.

Pasal 11
(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN
Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus
ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon
mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya
perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan,
sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi
calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang
tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
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Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua
belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang
baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12
Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat
perkawinan.

(2) Kepada -calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan
perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik
kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.
Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam
Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun
tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut
ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan
perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan
perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan
tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada
Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan
penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat
keterangan penolakkan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akanmemberikan
ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan,
agar supaya perkawinan dilangsungkan.
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(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan
penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi
pemberitahukan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN
Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.

Pasal 23
Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
b. Suami atau isteri.
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang
mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi
hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah
pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan
perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4
Undang-undang ini.

Pasal 25

Permihonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum
dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak
berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua)
orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus
ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat (1) pasal
ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat
memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus
diperbaharui supaya sah.
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Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami
atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup
sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan
pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama
bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-
hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan
hukum tetap.
BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN
Pasal 29
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh pegawai

pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum,
agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari
kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan
pihak ketiga.
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BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI
Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32
(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh
suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan
gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
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Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-
masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38
Perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian,
b. Perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.
Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu
tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan
tersebut.

Pasal 40
(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri.

Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban
tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK
Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang
sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana
ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan
tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak
yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK
Pasal 45
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu
kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan
antara kedua orang tua putus.

Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan
keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya.
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Pasal 47
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak

dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di
luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang
tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum
pernah  melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu
menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang
anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga
anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang
berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk
memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWAKILAN
Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di
bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua,
sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang
saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-
baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
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(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada
waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak
atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya
serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52
Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.
Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49
Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal
ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah
kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputisan Pengadilan,
yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak
Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik,
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat
mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan
yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran
yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte
kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
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Bagian Kedua
Perkawinan di Luar Indonesia
Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang
warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan
menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat
bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal
mereka.

Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan
antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena
perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan
campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula
kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-
undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan
menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-
undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat
perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan
karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh
mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang
mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenubhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu,
maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan
tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan
pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 13



(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu
menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi
jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan
itu diberikan.

Pasal 61
(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tampa memperlihatkan lebih
dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan
pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetaui
bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1)
Undang-undang ini.

Bagian Keempat
Pengadilan
Pasal 63
(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang tejadi
sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama,
adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama
maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-
ketentuan berikut:
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a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah
ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak
perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-
undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal
ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan
atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek),
Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933
No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No.
158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur
dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaanya
secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur
lebuh lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1
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